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ABSTRAK

Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Dengan Pendekatan Rasio Efektivitas
Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan Di Desa Manunggal Makmur
Kabupaten Muara Enim.

Novita Fitriani, 2022110036, 2026

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa (DD) pada Desa
Manunggal Makmur, Kabupaten Muara Enim Tahun 2022-2025. Metode yang digunakan
adalah kuantitatif, dengan data sekunder berupa laporan keuangan Dana Desa. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui ebservasi, dokumentasi, dan wawancara, kemudian
di analisis menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas memiliki rata-rata sebesar 100% sehingga
termasuk kategori efektif. Rasio efisiensi memiliki rata-rata sebesar 95,58% sehingga
termasuk kategori cukup efisien. Sementara itu, rasio pertumbuhan pendapatan memiliki
rata-rata sebesar 0,33% dan rasio pendapatan belanja sebesar -6% yang termasuk kategori
rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan DD sudah berjalan baik dari sisi
efektivitas dan efisiensi, namun dari sisi pertumbuhan keuangan desa masih perlu
ditingkatkan agar lebih optimal.

Kata Kunci: Dana Desa, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan
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ABSTRACT

Analysis Of Village Fund Management (DD) Using The Effectiveness Ratio
Efficiency Ratio And Growth Ratio Approach In Manunggal Makmur Village
Muara Enim Regency.

Novita Fitriani, 2022110036, 2026

This study aims to analyze the management of village funds (DD) in Manunggal Makmur
Village, Muara Enim Regency, from 2022-2025. The method used is quantitative, with
secondary data in the form of village fund financial reports. Data collection techniques
were carries out through observation, documentation, and interviews, then analyzed using
effectiveness ratios, efficiency ratios, and growth ratios. The results of the study show that
the effectiveness ratio has an average of 100%, making it an effective category. The
efficiency ratio has an average of 95,58%, making it a fairly efficient category. Meanwhile,
the revenue growth ratio has an average of 0,33% and the income-expenditure ratio is -
6%, which is included in the low category. This shows that DD management has been
running well in terms of efectiveness and efficiency, but in terms of village financial growth,
it still needs to be improved to be more optimal.

Keywords: Village Funds, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Growth Ratio
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Desa saat ini memegang peranan strategis dalam mendukung
pembangunan nasional dari tingkat paling dasar. Menurut Amin (2023:7),
pemerintah desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam struktur
pemerintahan nasional. Perannya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan
pembangunan desa karena menjadi penggerak munculnya inisiatif serta partisipasi
masyarakat. Selain itu pemerintah desa juga bertugas memberikan pelayanan
administrasi serta menetapkan berbagai kebijakan yang mendukung kebutuhan
masyarakat desa.

Di Indonesia, pembangunan desa menjadi perhatian penting pemerintah
dalam usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah menyadari
bahwa desa memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan daerah, sehingga
berbagai kebijakan dibuat untuk memperkuat kemampuan desa dalam mengelola
pemerintahannya sendiri. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah pemberian
Dana Desa (DD) kepada seluruh desa di indonesia setiap tahunnya.

Melalui DD desa dapat melaksanakan pembangunan, mengembangkan
program pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 9 tentang
pengelolaan transfer ke daerah. Dana desa adalah bagian dari transfer ke daerah
(TKD) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan
masyarakat, dan kemasyarakatan.

Di Kabupaten Muara Enim, DD Disalurkan kepada seluruh desa setiap tahun.
Melalui penyaluran dana tersebut, desa diharapkan mampu mengelola Dana Desa
secara efektif mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan
keuangan. Besarnya DD yang dikelola membuat desa perlu menunjukkan kinerja
keuangan yang baik agar penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penilaian terhadap



kinerja keuangan desa menjadi penting untuk melihat sejauh mana pengelolaan DD
telah berjalan secara efektif.

Desa Manunggal Makmur merupakan salah satu desa di Kabupaten Muara
Enim yang menerima DD di setiap tahunnya. Pengelolaan DD yang semakin besar
membuat desa perlu menerepkan pengelolaan keuangan yang lebih terarah. Untuk
mengetahui apakah DD telah berjalan dengan baik, diperlukan analisis terhadap
kinerja keuangan desa. Kinerja keuangan desa tersebut dapat dinilai melalui
beberapa indikator, seperti Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio
Pertumbuhan.

Menurut Dilliana dan Herdi (2022:27), rasio efektivitas adalah rasio yang
menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai pendapatan yang
telah ditargetkan. Yang mana ukuran ini diperoleh dengan membandingkan realisasi
Pendapatan Asli Desa dengan target yang telah dianggarkan. Sementara itu, rasio
efisiensi digunakan untuk melihat apakah pemerintah telah melaksanakan kegiatan
secara hemat. Karena semakin rendah nilai rasio nya, maka efisien penggunaan
anggaran dalam menjalankan kegiatan pemerintahan.

Rasio selanjutnya yakni rasio pertumbuhan, menurut (Halim 2014;
Assyaffanah et al., 2023) rasio pertumbuhan menggambarkan kemampuan
pemerintah dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan hasil yang telah
dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Rasio ini dipakai untuk menilai
keberhasilan pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan pendapatan daerah
secara berkelanjutan. Semakin tinggi pertumbuhan atau peningkatan pendapatan
asli daerah dibandingkan tahun sebelumnya, semain baik pula kinerja pemerintah
daerah dinilai.

Ketiga rasio tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana desa mampu
memanfaatkan dana desa dalam mencapai target pembangunan yang telah
direncanakan. Selain itu, penilaian ini bertujuan untuk mengetahui apakah
penggunaan dana telah dilakukan secara hemat dan efisien, serta bagaimana
perkembangan anggaran dari tahun ke tahun. Melalui penilaian tersebut, desa
Manunggal Makmur dapat mengetahui apakah pengelolaan DD telah berjalan

secara optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyaralat.
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Tabel 1.1 Anggaran & Realisasi Dana Desa
Desa Manunggal Makmur Tahun 2022-2025

Tahun Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Pendapatan Pendapatan DD Belanja DD Belanja DD
DD
2022 842.079.000 842.079.000 845.679.000 845.679.000
2023 1.042.291.000 1.042.291.000 1.042.290.930 1.042.249.000
2024  908.377.000 908.377.000 908.373.000 908.372.000
2025  813.369.000 813.369.000 650.694.130 650.664.100

Sumber: Siskeudes 2022-2025

Pengelolaan Dana Desa memiliki peran penting dalam menentukan kinerja
keuangan desa. Apabila DD dikelola dengan baik, maka rasio efektivitas akan tinggi
karena target realisasi anggaran dapat tercapai. Selanjutnya, rasio efisiensi
menunjukkan bahwa penggunaan DD dilakukan secara hemat dan tepat sasaran.
Sementara itu, rasio pertumbuhan menggambarkan adanya peningkatan keuangan
desa dari tahun ke tahun. Dengan demikian, semakin baik pengelolaan DD, maka
semakin baik pula hasil pengukuran kinerja keuangan desa yang dinilai melalui
ketiga indikator tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk
meneliti pengelolaan dana desa (DD) dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana
Desa (DD) dengan pendekatan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio

pertumbuhan di Desa Manunggal Makmur Kabupaten Muara Enim”.

1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana
desa (DD) berdasarkan rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan pada

Desa Manunggal Makmur Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2022-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan
pengelolaan dana desa (DD) berdasarkan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio
pertumbuhan pada Desa Manunggal Makmur Kabupaten Muara Enim Tahun
Anggaran 2022-2025.
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1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis
maupun praktis yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman
dalam bidang manajemen keuangan desa, khususnya mengenai
pengelolaan dana desa dengan menggunakan indikator rasio efektivitas,
rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian ini juga
diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan acuan bagi penelitian
selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan kinerja
keuangan desa.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi pemerintah desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
gambaran mengenai tingkat efektivitas, efisiensi dan pertumbuhan
dalam pengelolaan dana desa, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi
dan pertimbangan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan
keuangan desa.

b. Bagi masyarakat desa, penelitiani ni diharapkan dapat meningkatkan
pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan dana
desa, serta mendorong partisipasi dan transparansi dalam pelaksanaan
program pembangunan desa.

c. Bagi peneliti dan pihak terkait, penelitian ini diharapkan dapat
menjadi sumber informasi dan referensi dalam merumuskan strategi
peningkatan kinerja keuangan desa, serta sebagai bahan rujukan bagi

penelitian sejenis di masa mendatang.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah memfokuskan analisis pengelolaan dana desa
(DD) untuk mengetahui kinerja keuangan selama periode 2022-2025, penelitian ini
dilakukan di Desa Manunggal Makmur, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten

Muara Enim.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Desa

Secara umum, desa dipahami sebagai kawasan permukiman yang berada di
luar wilayah perkotaan, di mana sebagian besar penduduknya bekerja di sektor
pertanian atau kegiatan agraris lainnya. Dalam pengertian lain, desa juga merujuk
pada suatu unit pemerintahan administratif yang sering disebut kelurahan, dengan
lurah yang berperan sebagai pemimpinnya. Oleh karena itu, istilah desa pun
digunakan dalam konteks wilayah yang berada di dalam kota (Kurniawan,2021:26).

Istilah “desa” secara etimologis berasal dari bahasa sansekerta “desa” yang
bermakna tanah asal, tanah air, atau tempat kelahiran. Desa berfungsi sebagai ruang
bagi masyarakat untuk hidup bersama, berinteraksi, dan menjalankan berbagai
kegiatan dengan tujuan mempertahankan, mengembangkan, serta melanjutkan
kehidupan mereka. Selain itu, desa juga dipahami sebagai satuan wilayah
administratif yang berada diluar kawasan perkotaan.

Adapun pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Pasal 1 ayat (1), desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki wilayah tertentu serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengelola urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakatnya. Pengaturan
tersebut dilandasi oleh prakarsa warga, hak asal-usul, maupun hak-hak tradisional
yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia (Amin,2023:3).

2.1.1 Jenis-Jenis Desa

Berikut jenis desa berdasarkan tingkat perkembangan desa menurut (Asya’ri;
Amin, 2023:4-5) yakni terdi atas:
1.  Desa terbelakang atau tradisional

Desa yang memiliki ciri-ciri: masyarakat masih sangat bergantung pada alam,
kehidupan masyarakatnya bercocok tanam, interaksi desa dengan wilayah lain

masih sangat lambat, tipe desa ini termasuk desa tertinggal.



2.  Desa swadaya

Desa swadaya merupakan desa yang memiliki potensi tertentu tetapi belum
dikelola dengan sebaik-baiknya. Ciri-ciri: kondisi statis tradisional, pendidikan, dan
produktivitas masyarakatnya sangat rendah, administrasi pemerintahan
dilaksanakan seadanya, lembaga sosial desa tidak berfungsi sebagaimana mestinya,
pemanfaatan lahan terbatas pada pertanian.
3. Desa swakarya atau desa sedang berkembang

Desa swakarya merupakan desa peralihan atau transisi dari desa swadaya
menuju desa swasembada. Ciri-ciri: pendidikan cukup tinggi, adat istiadat cukup
longgar, administrasi pemerintahan dilaksanakan dengan baik, lembaga sosial
mulai berfungsi, mata pencaharian tidak hanya bergantung pada pertanian.

4. Desa swasembada atau desa yang sudah maju

Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu
memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai
dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri: mengenal modernisasi pertanian,
teknologi sudah mulai digunakan, pendidikan sudah tinggi, administrasi
pemerintahan dilaksanakan denganbaik, sarana prasarana lengkap, mata

pencaharian penduduknya bergerak di sektor perdagangan dan jasa.

2.1.2 Karakteristik Desa
Karakteristik desa merupakan sifat atau ciri khas yang melekat pada unsur-
unsur pembentuk desa sehingga membedakannya dari wilayah lain dan
menjadikannya memiliki identitas sebagai “desa”. Ciri-ciri tersebut dapat ditinjau
dari kondisi lingkungan fisik maupun dari aspek kehidupan masyarakatnya. Adapun
karakteristik desa menurut Gai et al., (2020) sebagai berikut karakteristik desa:
1 Karakteristik wilayah
a. Penggunaan lahan
Penggunaan lahan sebagai salah satu produk hasil interaksi kegiatan
manusia di permukaan bumi menunjukkan variasi yang sangat besar dan

dapat digunakan untuk melakukan diferensasi struktur keuangannya.
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b. Bagunan dan perumahan
Bangunan dan juga permukiman di kawasan perdesaan dapat dilihat dari
indikator luas dan ketingian, kepadatan, jenis bahan bangunan dan
peruntukkan bangunan.

c. Sistem sarana dan prasarana wilayah

Sistem sarana dan prasarana wilayah yang mencerminkan kawasan
pedesaan adalah sistem sarana transportasi, listrik, komunikasi, dan
sanitasi. Selain itu ada sarana pertanian seperti irigasi atau bangunan air,
ada juga sarana dan prasarana dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

2 Karakteristik Masyarakat.

Pada karakter perdesaan dapat ditemukan unsur kekeluargaan, gotong royong
dan sikap pada kekuatan alam sekitarnya. Pada umumnya masyarakat desa berada
dalam kondisi sosial ekonomi dengan menggantugkan hidup pada wilayah
geografisnya seperti pertanian, peternakan, petambak, kerajinan tangan atau

pedagang kecil.

2.2 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)
2.2.1 Pengertian APBDes

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa APBDesa merupakan dasar
pengelolaan keuangan desa dalam masa satu tahun anggaran mulai tanggal 1 januari
sampai dengan tanggal 31 desember.

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan desa. APBDes merupakan dasar pengelolaan
keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 januari sampai
dengan tanggal 31 desember. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama badan permusyawaratan
desa. Sesuai dengan hasil musyawarah, kepala desa menetapkan anggaran
pendapatan dan belanja desa setiap tahun dengan peraturan desa

(Raharj0,2020:106).
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2.2.2 Komponen APBDes

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 9

tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwasannya Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mempunyai komponen sebagai berikut:

1.

APBDesa terdiri dari:

a. Pendapatan desa;

b. Belanja desa; dan

c. Pembiayaan desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan
menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan
rincian objek belanja.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diklasifikasikan

menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Adapun penjelasan bagian kesatu pendapatan dalam Pasal 11 dibawah ini

sebagai berikut:

1))

2)

)]

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu
semua penerimaan desa dalam 1 taun anggaran yang menjadi hak desa dan
tidak perlu dikembalikan oleh desa.

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
a. Pendapatan asli desa;

b. Transfer; dan

c. Pendapatan lain.

Pada Pasal 12 dibawah ini1 akan dijelaskan mengenai pendapatan asli desa
sebagai berikut:

Kelompok pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(2) huruf a, terdiri atas jenis:

a. Hasil usaha;

b. Hasil aset;
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2)

3)

4)

5)

c. Swadaya partisipasi dan gotong royong; dan

d. Pendapatan asli desa lain.

Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain
bagi hasil BUM Desa.

Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf'b, antara lain, tanah kas
Desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi,
dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hal asal-usul
dan kewenangan lokal berskala desa.

Swadaya, partisipasi dan gotong-royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain

hasil pungutan desa.

Pada Pasal 13 dibawah ini akan dijelaskan mengenai kelompok transfer

sebagai berikut:

1)

2).

3).

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b

terdiri atas jenis:

a. Dana Desa;

b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;

c. Alokasi dana desa

d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
dan

e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendaptan Belanja Daerah
kabupaten/kota.

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e

dapat bersifat umum dan khusus.

Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikelola dalam APBDes tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan

paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.

Universitas Prabumulih



10

Selanjutnya pada Pasal 14 dibawah ini akan dijelaskan mengenai kelompok

pendapatan lain, sebagai berikut:

1) Kelompok pendapapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

huruf c, terdiri atas:

a.
b.
C.

d.

Penerimaan dari hasil kerjasama desa

Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;

Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang
mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
Bunga bank; dan

Pendapatan lain desa yang sah.

Berikut penjelasan bagian kedua belanja pada pasal 15 dibawah ini sebagai

berikut:

1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu

semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

menandai penyelenggaraan kewenangan desa.

Selanjutnya klasifikasi belanja desa pada Pasal 16 dibawah ini sebagai

berikut:

1) Klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang:

a.
b.
C.
d.

€.

Penyelenggaraan pemerintahan desa;
Pelaksanaan pembangunan desa;
Pembinaan kemasyarakatan desa;
Pemberdayaan masyarakat desa; dan

Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

2)  Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai

dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan

kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
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3)

1)

2)

3)

4)

11

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam
sub bidang sesuai dengan kebutuhan desa untuk penanggulangan bencana,

keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di desa.

Adapun pada Pasal 17 dibawah ini akan dijelaskan pembagian dalam sub-sub

Bidang diantara lain sebagai berikut:

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a

dibagi dalam sub bidang:

a. Penyelenggaraan penghasilan tetap, tunjangan dan operasional
pemerintahan desa;

b. Sarana dan prasarana pemerintahan desa;

c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;

d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan

e. Pertanahan.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b

dibagi dalam sub bidang;:

Pendidikan;

o ®

Kesehatan;

Pekerjaan umum dan penataan ruang;

a o

Kawasan permukiman;
Kehutanan dan lingkungan hidup;
Perhubungan, komunikasi dan informatika;

Energi dan sumber daya mineral; dan

= @ oo

Pariwisata.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c
dibagi dalam sub bidang:

a. Ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat;

b. Kebudayaan dan keagamaan;

c. Kepemudaan dan olahraga; dan

d. Kelembagaan masyarakat.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d
dibagi dalam sub bidang:
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Kelautan dan perikanan;

IS

Pertanian dan peternakan;

Peningkatan kapasitas aparatur desa;

& 0

Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah,;
f. Dukungan penanaman modal; dan
g. Perdagangan dan perindustrian.
5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e
dibagi dalam sub bidang:
a. Penanggulangan bencana;
b. Keadaan darurat; dan

c¢. Keadaan mendesak.

Dan yang terakhir Berikut penjelasan bagian ketiga pembiayaan pada pasal

24 dibawah ini sebagai berikut:

1) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c
merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

2)  Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Selanjutnya pada Pasal 25 dibawah ini akan dijelaskan mengenai penerimaan
pembiayaan, sebagai berikut:
1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
huruf a, meliputi:
SILPA tahun sebelumnya;
b. Pencairan dana cadangan; dan
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan

bangunan.
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2)  SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi
pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja,
dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya
dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDes.

4)  Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan
kekayaan desa yang dipisahkan.

Dan berikut pada pasal 26 dibawah ini akan disebutkan mengenai
pengeluaran pembiayaan, yaitu:

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b,

terdiri atas:

a.  Pembentukan dana cadangan; dan

b.  Penyertaan modal.

2.2.3 Asas Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Berdasarkan Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 tentang

pedoman pengelolaan keuangan desa Pasal 8 APBDes memiliki asas umum sebagai

berikut:

1.  APBDes disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
dan kemampuan pendapatan desa.

2. Penyusunan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
RKP Desa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk
tercapainya tujuan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

3. APBDes mempunyai fungsi:

a. Otorisasi;

b. Perencanaan;

c. Pengawasan;

d. Alokasi;
Distribusi; dan

f. Stabilisasi.
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4.  APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes

setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa;

5. Peraturan desa tentang perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah peraturan daerah

tentang perubahan APBD kabupaten ditetapkan.

6. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan

setelah berakhirnya tahun anggaran.

Adapun penjelasan fungsi APBDes dalam Pasal 9 dibawah ini sebagai

berikut:

a.

Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a
berarti bahwa anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan
pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf
b berarti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi kepala desa dalam
merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
Huruf ¢ berarti bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai
apakah kegatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan.

Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d
berarti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan
lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya
serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e
berarti bahwa kebijakan anggaran desa harus memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan.

Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f
berarti bahwa anggaran pemerintah desa menjadi alat untuk memelihara

dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa.
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2.3 Dana Desa
2.3.1 Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 9 tentang
pengelolaan transfer ke daerah mengatakan bahwa Dana desa adalah bagian dari
transfer ke daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk
mendukung  pendanaan  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Selanjutnya dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa dan
ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Mulyani,2017; Sianipar et al

,2023:6).

2.3.2 Tujuan Dana Desa
Adapun beberapa tujuan Dana Desa berikut menurut (Harianto ef a/.,2022):
1.  Pembangunan Desa
Pembangunan desa merupakan prioritas penggunaan dana desa, diharapkan
melalui pembangunan desa akan mempercepat proses kemajuan dan
kesejahteraan warga desa. Pembangunan merupakan konsep perubahan yang
mengarah pada suatu kebaikan atau kemajuan. Dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pembangunan desa bertujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia
serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,
pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi
lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara

berkelanjutan.

2. Pemberdayaan Masyarakat
Salah satu tujuan utama kebijakan dana desa adalah pemberdayaan
masyarakat, diharapkan dengan pemberdayaan masyarakat dapat
menumbuhkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Rendahnya
pemberdayaan masyarakat mempengaruhi secara signifikan upaya

pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan sosial. Dalam Undang-
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Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa “pemberdayaan
masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan
kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber
daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan

yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa”.

2.3.3 Asas Pengelolaan Dana Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; Yusri dan Chairina (2023) yaitu
transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin
anggaran sebagai berikut:

a. Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat
untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang
dana desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak deskriminatif tentang
penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b. Akuntabel yaitu perwujudan kebijakan untuk mempertanggungjawabkan
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan
perundang-undangan.

c. Partisipatif  yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa  yang
mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat.

d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan dana desa harus mengacu

pada aturan atau pedoman yang melandasinya.
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2.3.4 Tahap Pengelolaan Dana Desa

Untuk dapat melakukan pengelolaan dana desa maka dimulai dari

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

(Yusri dan Chairina, 2023):

a. Perencanaan

1)

2)

3)

4)

Sekdes menyusun perdes tentang APBDes yang akan dibahas, disepakati
oleh kepala desa dan BPD.

APBDes disampaikan bupati/walikota melalui camat paling lambat bulan
oktober tahun berjalan.

APBDes di evaluasi oleh bupati/walikota selama maksimal 20 hari kerja,
dan kepala desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika
APBDes dinyatakan respresa tidak sesuai.

Prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa

antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat.

b. Pelaksanaan

1) Pengeluaran dan penerimaan dilakukan melalui rekening kas desa atau
sesuai ketetapapan kabupaten/kota dengann dukungan bukti yang sah
dan lengkap.

2) PemDes dilarang melakukan pemungutan selain yang telah ditetapkan
dalam PemDes.

3) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarannya
ditetapkan dalam Perbup/walikota.

4) Pengadaan barang atau jasa di desa di atur dengan Perda/walikota.

5) Penggunaan biaya tak terduga harus di buat RAB dan disahkan kepala
desa.

c.  Penatausahaan
1) Wajib dilakukan oleh bendahara desa.

2)
3)
4)
5)
6)

Pencatatan setiap pengeluaran dan penerimaan.
Melakukan tutup buku setiap akhir bulan.

Melakukan pertanggungjawaban uang melalui laporan.
Laporan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa.

Menggunakan: buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.
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Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban

1) Kased menyampaikan laporan bupati/walikota melalui camat yang terdiri
dari laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan
semester akhir bulan.

2) Laporan pertanggungjawaban realisasi  pelaksanaan =~ APBDes
disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan,
belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan PerDes.

3) Lampiran format laporan: pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDes, kekayaan milik desa per 31 desember, program pemerintah desa

pemda yang masuk desa.

2.3.5 Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan

transfer ke daerah mengatakan bahwa perencanaan dan penganggaran dana desa

sebagai berikut:

1.
2.

Menteri menghitung indikasi kebutuhan Dana Desa.

Penghitungan indikasi kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memperhatikan:

a. kebutuhan Desa yang menjadi kewenangan Desa;

b. prioritas nasional;

c. hasil pengalihan belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai
kewenangan Desa; dan/atau

d. kemampuan Keuangan Negara.

Menteri menetapkan pagu indikatif berdasarkan indikasi kebutuhan Dana

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2.3.6 Pengalokasian Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan

transfer ke daerah menyebutkan bahwa dana desa memiliki pengalokasian sebagai

berikut:

l.

Berdasarkan pagu indikatif dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

Menteri melakukanpenghitungan rincian dana desa:
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a. setiap desa; dan

b. setiap kabupaten/kota.

Rincian dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang
dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Rincian dana desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dihitung berdasarkan penjumlahan dana desa setiap desa di
wilayah kabupaten/kota.

Penghitungan rincian dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara:

a. sekaligus; atau

b. bertahap.

Dalam hal penghitungan rincian dana desa dilakukan secara sekaligus
sebagaimana dimaksud pada ayat 141 huruf a, maka penghitungannya
dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.

Dalam hal penghitungan rincian dana desa dilakukan secara bertahap
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, maka penghitungannya
dilakukan dengan ketentuan:

a. sebagian dana desa dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran
berjalan; dan

b. sebagian dana desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.

Sebagian dana desa yang dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun
anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan
berdasarkan formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
Sebagian dana desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat dialokasikan sebagai insentif desa
berdasarkan kriteria tertentu dan/atau digunakan untuk melaksanakan
kebijakan Pemerintah Pusat.

Rincian dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) huruf a
untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai

rincian APBN
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Data jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat
kesulitan geografis, kinerja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
data terkait kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersumber
dari  kementerian/ lembaga terkait dan/ atau integrasi data
kementerian/lembaga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dana desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dan ayat (6) dan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri.

2.3.7 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 menyebutkan bahwa

dana desa memiliki prioritas penggunaan sebagai berikut:

1.

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3) huruf a diatur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa.

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs desa meliputi:
Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;

b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan

c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan
desa (Pasal 5).

Penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai

kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a

meliputi:

a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan
usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama;

b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh
badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama; dan

c. Pengembangan desa wisata.

Penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan

desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

a. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs (Sustainable Development Goals)

desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
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b. Ketahanan pangan nabati dan hewani;
c. Pencegahan dan penurunan stunting;
d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
e. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
f. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa;
g. Dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% (tiga persen) dari
pagu dana setiap desa;
h. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
i. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa untuk mendukung percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem.
3.  Penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan
nonalam sesuai dengan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (2) huruf ¢ meliputi;
a. Mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
b. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam.
4.  BLT dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf I dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 6).

2.4 Laporan Keuangan
2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah bentuk penyajian tertulis yang disusun secara
sistematis dengan tujuan memberikan gambaran terkait kondisi keuangan dan hasill
kinerja keuangan dari entitas selama periode waktu tertentu (Ramadhani et al.,
2024). Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting
bagi para pengguna laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan
ekonomi. Laporan keuangan ini akan menjadi lebih bermanfaat apabila informasi
yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk

memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang (Thian,2022).
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2.4.2 Unsur Laporan Keuangan
Laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen utama, antara lain (Ion,

2011; Ramadhani, 2024).

I.  Neraca
Neraca menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas saat ini.

2. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi, juga disebut laporan laba rugi, menyajikan pendapatan,

beban, keuntungan, dan kerugian suatu entitas selama periode waktu tertentu,
yang menghasilkan laba atau rugi bersih.

3.  Laporan arus kas
Laporan arus kas menunjukkan jumlah uang yang masuk dan keluar dari
suatu entitas selama periode waktu tertentu dari aktivitas operasi, investasi,
Dan pendanaan. Ini memberikan gambaran tentang likuiditas dan solvabilitas
entitas tersebut.

4.  Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuangan, juga dikenal dengan sebagai catatan kaki,
memberikan informasi dan penjelasan tambahan tentang data yang disajikan
dalam laporan keuangan. Mereka memberikan rincian tentang kebijakan
akuntansi, kontingensi, peristiwa penting, dan pengungkapan lainnya yang

relevan membantu orang memahami informasi keuangan dengan lebih baik.

2.5 Analisis Laporan Keuangan
2.5.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan adalah proses sistematis untuk mengevaluasi
laporan keuangan suatu entitas guna memahami kinerja dan posisikeuangan
perusahaan. Analisis laporan keuangan juga merupakan alat yang esensial dalam
manajemen dan pengambilan keputusan. (Sudarmanto et al., 2024). Analisis
laporan keuangan merupakan suatu metode yang membantu para penganbil
keputusan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan melalui

informasi yang di dapat dari laporan keuangan (Thian,2022).
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2.5.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Berikut adalah tujuan analisis laporan keuangan menurut (Sudarmanto et al.,

2024).

a.

Menilai kinerja keuangan

Salah satu tujuan utama dari analisa laporan keuangan adalah untuk menilai
kinerja keuangan perusahaan. Melalui analisa ini, pihak-pihak yang
berkepentingan dapat melihat seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan, mengelola biaya, dan mencapai tujuan finansialnya.
Membandingkan dengan standar

Dengan melakukan perbandingan ini, manajemen dapat mengidenfitifikasi
kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam konteks lebih luas.
Mengidentifkasi trend dan pola

Dengan melakukan analisis tren, analisis dapat mengetahui bagaimana
kinerja berubah selama periode ke periode.

Evaluasi likuiditas dan solvabilitas

Membantu pengambilan keputusan

Manajemen dapat menggunakan hasil analisa untuk merumuskan strategi
bisnis, menentukan alokasi sumber daya, dan mengidentifikasi areanya yang

Memerlukan perbaikan.

2.5.3 Manfaat Analisis Laporan Keuangan

Dibawah ini penjelasan tentang manfaat analisis laporan keuangan menurut

(Sudarmanto et al., 2024).

a.

Meningkatkan transparansi

Dengan analisa jelas dan terperinci, perusahaan dapat memberikan informasi
yang lebih baik kepada para pemangku kepentingan.

Mendukung perencanaan dan penganggaran

Dengan pemahaman yang jelas tentang kinerja keuangan, manajemen dapat
merencanakan strategi bisnis yang lebih efektif dan melalukan penganggaran

yang lebih luas.
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c.  Meningkatkan efisiensi operasional
Dengan mengidentifikasi area dimana mengalami pemborosan atau biaya
tinggi, manajemen dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki
proses dan meningkatkan efisiensi.

d.  Mengurangi risiko
Dengan memahami posisi keuangan dan potensi masalah yang mungkin
timbul, manajemen dapat mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan
untuk mengurangi risiko keuangan.

e.  Menarik investasi

f. Meningkatkan pengambilan keputusan yang informatif
Dengan menyediakan informasi yang akurat dan relevan, analisa laporan
keuangan mendukung pengamblan keputusan yang lebih baik oleh

manajemen.

2.6 Rasio Efektivitas
2.6.1 Pengertian Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa untuk
mencapai pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target
yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya (Assyaffanah et
al.,2023).

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam
merealisasikan pemerimaan pendapatan asli daerah yang direncanakan
dibandingkan targer yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio
efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi
penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli
daerah (dianggarkan) (Dilliana dan Herdi, 2022:27).

Menurut P. Robbins Stephen (2010:8); Fatira ef al., (2025) efektivitas adalah
ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Adapun menurut Mahmudi (2019); Hidayati et al., (2023) bahwa rasio efektivitas
dapat diperoleh dengan mengukur perbandingan antara pendapatan yang tercapai

dengan target atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
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Menurut Dilliana dan Herdi (2022:27) rasio efektivitas dapat dihitung
menggunakan rumus sebagai berikut:

] o Realisasi Penerimaan Pendapatan
Rasio Efektivitas = - x100%
Target Penerimaan

Dari rumus di atas maka akan terlihat hasil perhitungan serta kriteria efektivitasnya,

berikut kriteria rasio efektivitas pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 penilaian efektivitas

Kriteria efektivitas Kinerja keuangan
Sangat efektif >100%

Efektif 90% - 100%
Cukup efektif 80% - 90%
Kurang efektif 60% - 80%
Tidak efektif <60%

Sumber: Mohammad Mahsun (2016); Supriati (2021)

2.6.2 Perbedaan Rasio Efektivitas Perusahaan dan Pemerintah
1. Efektivitas Perusahaan

Menurut Seto et al., (2023) salah satu jenis rasio keuangan yang juga
digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan adalah rasio aktivitas. Rasio
aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan
dalam menggunakan keeluruhan aktiva perusahaan secara efektif.
2. Efektivitas Pemerintah

Menurut Susanto (2019); Soraya et al., (2023) rasio efektivitas
menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan
asli desa yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan pendapatan asli desa

yang telah dianggarkan.

2.7 Rasio Efisiensi
2.7.1 Pengertian Rasio Efisiensi

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dituntut untuk bisa
melaksanakan setiap kegiatan dengan efisien. Untuk mengetahui suatu kegiatan

pemerintah apakah sudah terlaksana dengan efisien atau tidak, maka bisa dilihat

dari rasio efisiensi (Dilliana Dan Herdi,2022:27).
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Rasio yang membandingkan jumlah vang yang diterima dengan pengeluaran
sebenarnya (belanja daerah) disebut dengan rasio efisiensi. Kinerja keuangan
pemerintah daerah dalam hal pengumpulan dan pelaksanaan pendapatan. Kinerja
keuangan pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang diperoleh kurang
dari 1 (satu) atau 100%. Apabila rasio efisiensi keuangan daerah semakin rendah
maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin tinggi. Oleh karena itu,
untuk mengevaluasi efisiensi proses pengumpulan pendapatan, pemerintah daerah
harus menghitung dengan cermat seluruh pendapatan yang diterimanya. (Halim
2007; Verawati et al., 2023).

Nurwana et al., (2023) mengatakan bahwa rasio efisiensi menggambarkan
perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Selanjutnya pengertian
Rasio efisiensi menurut (Halim 2007:234; Fatira et al., 2025) yaitu rasio efisiensi
di ukur dari perbandingan antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan,
dimana efisiensi tercapai apabila dana yang dikeluarkan dapat menghasilkan
manfaat maksimal dengan biaya seminimal mungkin.

Adapun rumus rasio efesiensi sebagai berikut:

S Realisasi Belanja
Rasio Efisiensi = —— x 100%
Realisasi Pendapatan

Dari rumus di atas maka akan terlihat hasil perhitungan serta kriteria efesiensi nya,

berikut kriteria rasio efesiensi pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Penilaian efisiensi

kriteria Presentase efisiensi %
Sangat efisiensi Di bawah 60%
Efisiensi 60%-80%

Cukup efisien 80%-90%

Kurang efisien 90%-100%

Tidak efisien Di atas 100%

Sumber: Verawati (2023).
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2.7.2 Perbedaan Rasio Efisiensi Perusahaan dan Pemerintah
1. Efisiensi Perusahaan

Rasio efisiensi mencakup berbagai indikator yang mencerminkan kinerja
operasional dan produktiviitas perusahaan. Dalam interpretasi rasio keuangan,
pemahaman yang mendalam terhadap rasio efisiensi menjadi kunci untuk
memahami bagaimana perusahaan mengelola sumber daya dan operasionalnya
secara efektif. Efisiensi ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam
mengoptimalkan dan mengelola asetnya agar dapat menghasilkan pendapatan dan

laba yang maksimal (Fauzi, 2024:140).

2. Efisiensi Pemerintah

Menurut Susanto (2019); Dewi & Suci (2023), Rasio efisiensi menunjukkan
perbanding antara besarnya belanja desa dengan pendapatan yang diperoleh. Dalam
hal ini pada saat kecilnya perolehan rasio efisiensi yang terlihat, maka dengan
secara otomatis kegiatan pengelolaan keuangan desa akan juga mampu semakin
efisien dan dalam hal ini kinerja keuangan yang dimiliki oleh pihak pemerintahan

juga mampu akan semakin baik.

2.8 Rasio Pertumbuhan
2.8.1 Pengertian Rasio Pertumbuhan

Menurut Kasmir (2013); Verawati et al., (2023) rasio pertumbuhan adalah rasio
yang menggambarkan kemampuan organisasi untuk mempertahankan posisi
keuangannya terhadap pergolakan ekonomi dan industri. Adapun menurut Halim
(2014); Assyaffanah (2023) rasio pertumbuhan kemampuan pemerintah untuk
mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari satu periode ke
periode berikutnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan atau pencapaian
pendapatan asli daerah pada tahun sebelumnya, maka kinerja pemerintah daerah
dapat dikatakan baik.

Selanjutnya rasio pertumbuhan menurut Anugeraheni (2022); Indiskayani
(2024) rasio pertumbuhan adalah merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
seberapa besarnya kemampuan pemerintah desa untuk mempertahankan dan

menaikkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode
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selanjutnya. Pengukuran rasio pertumbuhan ini bertujuan untuk mengetahui
pertumbuhan pendapatan asli.
Dari pengertian di atas terdapat rumus rasio pertumbuhan sebagai berikut:

, Realisasi Pendapatan Xn — Xn_;
Rasio Pertumbuhan Pendapatan = — x100%
Realisasi Pendapatan Xn_;

_ ) Realisasi Belanja Xn — Xn_;
Rasio Pertumbuhan Belanja = — _ x100%
Realisasi Belanja Xn_;

Keterangan: Xn = Tahun yang dihitung
Xn-1 = Tahun sebelumnya
Dari rumus di atas maka akan terlihat hasil perhitungan serta kriteria efesiensi nya,

berikut kriteria rasio efesiensi pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3 penilaian pertumbuhan

Kriteria Nilai rasio
Rendah 0%-25%
Sedang 25%-50%
Tinggi 50%-100%

Sumber: Sholeh (2016); Supriati (2021)

2.8.2 Perbedaan Rasio Pertumbuhan Perusahaan dan Pemerintah
1. Pertumbuhan Perusahaan

Rasio pertumbuhan merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk
mempertahankan posisi ekonomis dalam pertumbuhan perekonomian dan dalam
industri atau pasar tempat produk tempatnya beroperasi (Weston&Copeland;
Rahayu, 2020). Adapun rasio pertumbuhan menurut Fauzi (2024) yakni rasio
pertumbuhan mengukur laju pertumbuhan perusahaan dari tahun ke tahun contoh
rasio pertumbuhan adalah rasio pertumbuhan penjualan dan rasio pertumbuhan
laba.
2. Pertumbuhan Pemerintah

Menurut Anugeraheni (2022); Indiskayani (2024), rasio pertumbuhan adalah
rasio yang dgunakan untuk mengukur seberapa besarnya kemampuan pemerintah
desa untuk mempertahankan dan menaikkan keberhasilannya yang telah dicapai

dari satu periode ke periode selanjutnya.
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2.9 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan bagi penulis untuk memahami bagaimana
kajian mengenai pengelolaan dana di tingkat desa yang telah dilakukan
sebelumnya. Melalui tinjauan ini, penulis dapat melihat metode, hasil, serta
permasalahan yang pernah dibahas oleh peneliti lain. Oleh karena itu, beberapa
studi yang di anggap relevan ditampilkan sebagai rujukan untuk mendukung

penelitian ini, sebagai berikut:
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Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian
Nur Asiah, Analisis Kinerja Rasio Hasil penelitian menunjukkan
Addiarrahman, Pengelolaan Keuangan efektivitas, bahwa pengelolaan dana desa
Muthmainnah ~ Dana Desa Berdasarkan Rasio selama periode 2017-2022
Rasio  Efektivitas dan Pertumbuhan tergolong efektif. Namun,
Rasio Pertumbuhan pada pertumbuhan pendapatan
Kantor Desa  Limbur dana desa mengalami
Merangin Kabupaten fluktuasi setiap tahun,
merangin (2023). sehingga kinerja keuangan
desa dinilai belum optimal
dari sisi pertumbuhan
pendapatan.
N.K.P. Dewi & Analisis Efektivitas dan Rasio Hasil penelitian menunjukkan
N.M. Suci. Efisiensi Pengelolaan  Efektivitas, bahwa pengelolaan dana desa
Dana Desa pada Desa Rasio Efisiensi dinilai efektif. Namun, tingkat
Talibeng (2023). efisiensi  masih  kurang

optimal karena rasio efisiensi

mendekati 100%  yang
menunjukkan bahwa
penggunaan biaya belum

sepenuhnya efisien.

Lutfia Khoirun Analisis Kinerja Keuangan Rasio Hasil penelitian menunjukkan
Nisa, Mardiana Dana Desa berdasarkan efektivitas, bahwa  rasio efektivitas
Ibrahim, Andi Rasio Efektiivitas dan Rasio tergolong efektif dengan nilai
Bintang Balele Rasio Pertumbuhan pada pertumbuhan di atas 90%. Namun, rasio
Kantor Desa Galesong pertumbuhan mengalami
Baru Kabupaten Takalar fluktuasi
(2025).
Egy Aulia, Efektivitas dan Efisiensi Rasio Hasil penelitian menunjukkan
Khairina Pengelolaan Keuangan Efektivitas, bahwa tingkat efektivitas
Tambuhan, Nur Dana Desa pada Dalu Rasio Efisiensi dana desa mencapai 100%
Laila Sepuluh A Tanjung yang berarti efektif,
Morawa (Effectiveness and sementara  ituu,  tingkat
efficiency of village fund efisiensi  sebesar  98,86%
management in  Dalu menunjukkan bahwa DD
Sepuluh A Tanjung sudah efisien meskipun masih
Morawa) (2024). diperlukan peningkatan

pengendalian biaya.

Zalkha Soraya, Analisis Kinerja keuangan Rasio Hasil penelitian menunjukkan
Nasrullah, Pengelolaan Dana Desa Kemandirian, bahwa kinerja keuangan
Nabila Azizah berdasarkan Rasio Rasio dikantor desa Kanreapia
Ayu. Kemandirian dan Rasio Efektivitas dalam hal kemandirian masih
Efektivitas pada Desa sangat rendah, sedangkan
Kanreapia Kecamatan rasio efektivitas menunjukkan
Tombolapao  Kabupaten sangat efektif.
Gowa (2023).

Sumber: Data Diolah Dari Berbagai Jurnal (2023-2025).
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi,

periode, dan variable penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Manunggal

Makmur Kabupaten Muara Enim dengan periode 2022-2025, sementara penelitian

Universitas Prabumulih



31

terdahulu dilakukan di lokasi dan tahun berbeda. Selain itu, meskipun beberapa
penelitian terdahulu juga telah menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi serta
rasio pertumbuhan, penelitian ini menekankan pada penggunaan data terbaru serta
kondisi setelah pandemi, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran

kinerja keuangan desa yang lebih aktual.

2.10 Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran disusun untuk menggambarkan alur penelitian. Melalui
kerangka pemikiran ini, peneliti menampilkan bagaiman akonsep yang relevan
saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan fokus masalah penelitian. Dan

dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Pengelolaan Dana Desa
L ¥ h J
Rasio Efeltivitas Razio Efisiensi Razio Pertumbuhan

L T
[l 1 1
1 1 1
e oo o o o o o o m m m mm L I

|

L4

Efeltif, Efisien, Berhmbuh

Sumber: Penulis 2025

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Dianalisis dengan

_______________ » Diharapkan
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian
3.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian
dilakukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian bertempat

di Desa Manunggal Makmur Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim.

3.1.2 Waktu penelitian
Waktu penelitian merupakan periode atau jangka waktu tertentu dimana
penelitian dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Waktu penelitian

dilakukan mulai tanggal 17 November 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2026.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian terdiri dari 2 penelitian yaitu penelitian kualitatif dan
penelitian kuantitatif yang dapat diartikan sebagai berikut:
3.2.1 Penelitian kualitatif

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model
matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun
asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian
kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak
menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran
terhadap hasilnya (Pasaribu et al., 2022:137).
3.2.2 Penelitian kuantitatif

Penelitian kuantitatif dapat di artikan sebagai metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi
atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian,
analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis

yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2023:16).
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif, karena data yang dianalisis berupa angka-angka yang bersumber dari
laporan keuangan DD Desa Manunggal Makmur Kecamatan Rambang Niru

Kabupaten Muara Enim.

3.3 Data
3.3.1 Jenis Data

Berikut jenis data penelitian yang terdiri dari 2 jenis data menurut Holiawati
(2025:92-93) yang dapat diartikan sebagai berikut:
1.  Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan jenis data yang bersifat non numerik, biasanya
berbentuk sebuah video, teks, foto serta rekaman yang bersumber dari proses
melakukan wawancara.
2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan jenis data yang nilainya berupa angka dan
perhitungan sehingga mudah untuk di ukur dengan nilai yang terikat dalam setiap
data. Data kuantitatif disebut juga data numerik. Sehingga pada intinya, data
kuantitatif dihubungkan pada variabel yang bersifat numerik pula.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, karena
data yang dianalisis berupa angka-angka yang bersumber dari laporan keuangan
Kantor Desa Manunggal Makmur Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara

Enim.

3.4 Sumber Data

Sumber data merupakan segala bentuk informasi yang digunakan peneliti
untuk memperoleh data penelitian. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai
pengumpulan data yang dilakukan melalui data primer dan data sekunder:
(Holiawati,2025:94-95).
3.4.1 Data Primer

Data primer adalah jenis data penelitian yang dikumpulkan untuk pertama
kali melalui pengalaman atau bukti pribadi. Data primer dapat diandalkan dalam

sebuah penelitian karena bersifat otentik dan objektif atau sesuai apa adanya.
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3.4.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat di
Katakan sebagai data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
karena dalam penelitian ini data yang diperoleh dari laporan keuangan Dana Desa
(DD) Kantor Desa Manunggal Makmur Kecamatan Rambang Niru Kabupaten

Muara Enim.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan paling utama dalam
pelaksanaan penelitian, karena inti dari kegiatan penelitian yaitu memperoleh data
yang diperlukan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi:
3.5.1 Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data di mana bahan dan
informasi dikumpulkan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis
terhadap berbagai fenomena yang menjadi objek pengamatan seperti tingkah laku
manusia, proses kerja, fenomena alam dan lain sebagainya. Pada teknik ini,
responden yang diamati tidak dalam jumlah besar (Djaali,2020; Soesana et al.,
2023:55). Observasi pada penelitian ini dilakukan secara langsung di instansi yang
menjadi objek penelitian untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan
penyusunan tugas akhir.
3.5.2 Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan
sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya
yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti (Guba dan Lincoln;
Abubakar,2021:114). Dalam penelitian ini dokumen yang diperoleh peneliti adalah
Laporan Keuangan Kantor Desa Manunggal Makmur Kecamatan Rambang Niru
Kabupaten Muara Enim.
3.5.3 Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara adalah cara yang digunakan

untuk mengumpulkan data melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti
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dengan responden penelitian dengan topik yang telah ditentukan (Soesana et al.,
2023:50). Dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung dengan operator
Desa Mannunggal Makmur Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim

sebagai bagian dari proses penyusunan tugas akhir ini.

3.6 Populasi Dan Sampel
3.6.1 Populasi

Adapun pengertian populasi dan sampel menurut Machali (2021:67) populasi
adalah keseluruhan objek/subjek penelitian yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi
dalam penelitian ini adalah laporan keuangan DD Desa Manunggal Makmur
Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim pada periode tahun 2022
sampai dengan 2025.
3.6.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang
diteliti dan di anggap mewakili seluruh populasi disebut sampel penelitian. Sampel
dalam penelitian ini adalah Laporan keuangan DD Desa Manunggal Makmur
Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim pada periode tahun 2022
sampai dengan 2025.

3.7 Teknik Sampling
Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan
sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling
yang digunakan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Non-Probability Sampling. NonProbability Sampling adalah teknik
pengambilam sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap
unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dan pendekatan yang
digunakan adalah sampel jenuh. Sampel jenuh adalah sampel yang bila ditambah
jumlahnya, tidak akan menambah keterwakilan sehingga tidak akan Mempengaruhi
nilai informasi yang telah diperoleh (Sugiyono, 2023:131-133).
Maka dari itu, teknik sampling jenuh digunakan dalam penelitian ini karena
objek penelitian hanya berfokus pada satu desa yaitu Desa Manunggal Makmur

Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim. Oleh karena itu, sampel
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penelitian meliputi data laporan realisasi DD pada tahun 2022-2025 yang

digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian.

3.8 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono, (2023:320-329) Analisis data adalah proses mencari dan
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam
pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
Berikut adalah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini:

1.  Data Collection/Pengumpulan Data

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam
penelitian kuantitatif pengumpulan data pada umumnya menggunakan kuisioner
atau test tertutup. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Data tersebut
selanjutnya di analisis dengan statistik. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan
data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan
ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin
berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal
peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang
diteliti, semua yang dilihat dan di dengar direkam semua. Dengan demikian peneliti
akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

2.  Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka
perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama
peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit.
Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data
berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada
hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di
reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
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Dengan ini data yang disajikan dan di analisis dihitung dengan menggunakan
beberapa rumus yasio yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan.
3. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data.
Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk
tabel, grafik, phie chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut,
maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin
mudah dipahami.

4.  Conclusion Drawing/Verification

Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman
adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan
masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang
kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang
valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.9 Variabel Penelitian

Sahir (2021:16) mengatakan bahwa Variabel penelitian adalah komponen
yang sudah ditentukan oleh seorang peneliti untuk diteliti agar mendapatkan
jawaban yang sudah dirumuskan yaitu berupa kesimpulan penelitian. Dalam
penelitian ini, variabel penelitian di fokuskan pada indikator pengukuran
pengelolaan DD melalui pendekatan rasio efektivitas, rasio efesiensi dan rasio
pertumbuhan.

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Rasio efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah desa
dalam merealisasikan pendapatan DD dibandingkan dengan target yang telah
ditetapkan.
2. Rasio efisiensi

Rasio efisiensi digunakan untuk menilai tingkat efisiensi penggunaan

anggaran DD dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa.
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3.  Rasio pertumbuhan
Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengetahui perkembangan kinerja

keuangan desa dari satu periode ke periode berikutnya berdasarkan data DD.

3.10 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dimaksudkan untuk menjelaskan makna
variabel yang sedang diteliti dalam perspektif peneliti berdasarkan eksplorasi teori-
teori yang telah dipahami. Definisi operasional variabel ini menjadi unsur penting
yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel yang diteliti.
Definisi operasional variabel dilakukan dalam rangka menghindari perbedaan
penafsiran dalam memahami variabel penelitian. Oleh karena itu, variabel-variabel
dalam penelitian harus di definisikan sejelas mungkin dalam bentuk definisi

operasional (Machali,2021:62-63).
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Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel
Penelitian

Definisi

Indikator Pengukuran

Skala

Rasio
efektivitas

Rasio efektivitas
Dapat diperoleh d
engan mengukur
perbandingan anta
ra pendapatan
yang tercapai
dengan target atau
anggaran  yang
telah ditetapkan s
ebelumnya
(Mahmudi, 2019;
Hidayati et al.,
2023)

Realisasi penerimaan

Target penerimaan

X 100% Rasio

Rasio
efisiensi

Rasio  efisiensi
menggambarkan
perbandingan
antara  besarnya
biaya yang
dikeluarkan untuk
memperoleh
pendapatan
dengan realisasi
pendapatan yang
diterima
(Nuewana et
al.,2023).

realisasi belanja

realisasi pendapatan

% 100% Rasio

Rasio
pertumbuh
an

Rasio
pertumbuhan
merupakan
kemampuan
pemerintah untuk
mempertahankan
dan meningkatkan
keberhasilan yang
dicapai dari satu
periode ke periode
berikutnya (Halim
2014;

Assyaffanah
2023).

a. Rasio pertumbuhan
pendapatan

realisasi pendapatan Xn—Xn_;

x 100%

realisasi pendapatan Xn_;

Rasio

b. Rasio pertumbuhan belanja

realisasi belanja Xn — Xn_4

X 100%

realisasi belanja Xn_,
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BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Desa Manunggal Makmur

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hal tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 1988 program transmigrasi oleh departemen transmigrasi
mendirikan unit pemukiman transmigrasi (UPT) XII PTPN Suni Payung Negara II,
dan UPT XIII PTPN Suni Payung Negara II. Pada tahun 1997 UPT XII PTPN Suni
PN 1II dibentuk menjadi desa persiapan Air Rotan dan UPT XIIT PTPN Suni PN II
dibentuk menjadi Air abang, kemudian pada tahun 2000 Desa Air Rotan dan Air
Abang digabung menjadi desa definitif Desa Manunggal Makmur.

Pada tahun 2003 Dusun 5 Desa Jemenang bergabung dengan Desa
Manunggal Makmur menjadi Dusun IV Desa Manunggal Makmur, dengan jumlah
penduduk sampai saat ini 1.811 jiwa yang terdiri dari laki-laki 912 orang,
perempuan 896 orang dengan jumlah 612 KK, terdiri dari dusun I, I, III, dan IV
dengan mayoritas kepala keluarga beragama Agama islam dan beberapa kepala
keluarga yang beragama non-muslim. Dalam berdirinya Desa Manunggal Makmur
Kecamatan Rambang Niru terus dapat mengikuti kegiatan-kegiatan desa yang
didukung dengan masyarakat dalam bentuk gotong-royong dan swadaya
masyarakat, dan potensi Desa Manunggal Makmur dalam profil terlampir.

Pada tahun 2022-2024, di Desa Manunggal Makmur ini telah banyak
didirikan berbagai bangunan sebagai bentuk upaya pembangunan dan peningkatan
fasilitas bagi masyarakat setempat. Peran masyarakat juga terlihat sangat aktif
dalam kegiatan gotong-royong serta swadaya, yang diwujudkan melalui partisipasi
tuan bulanan dan keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk
perencanaan dan pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM).

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan hingga saat ini,
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belum ditemukan adanya benda maupun situs bersejarah yang terletak atau dimiliki

oleh desa manunggal makmur.

4.2 Visi dan Misi
4.2.1 Visi Desa Manunggal Makmur

Berdasarkan Perdes Manunggal Makmur No 6 Tahun 2024 tentang perubahan
rencana pembangunan jangka menengah desa tahun 2021-2029 berikut visi Desa
Manunggal Makmur:

Untuk mewujudkan suatu sasaran yang akan dicapai dalam melaksanakan
program dan kegiatan, telah dibuat visi desa yaitu “terwujudnya Desa Manunggal
Makmur yang mana aman, tertib, damai, agamis dan sejahtera didukung dengan

lahan pertanian yang produktif, prasarana yang memadai”.

4.2.2 Misi Desa Manunggal Makmur

Berdasarkan Perdes Manunggal Makmur No 6 Tahun 2024 tentang perubahan
rencana pembangunan jangka menengah desa tahun Periode 2021-2029 berikut
misi Desa Manunggal Makmur:

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa Manunggal Makmur sebagai berikut:
1.  Melanjutkan pembangunan (infrastruktur) di desa secara merata.
2. Menciptakan kondisi masyarakat yang cerdas, aman, tertib serta rukun dalam
kehidupan bermasyarakatan dengan berpegang teguh pada aturan yang
berlaku.
Menciptakan tata kelola desa yang transparan.
Meningkatkan usaha mikro seluas-luasnya.
Memberikan pelayanan public sebaik-baiknya.

Mendukung kegiatan kemasyarakatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

NS R

Meningkatkan pembinaan pemuda-pemudi di desa agar dapat bersaing dalam

dunia kerja.
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4.3 Struktur Organisasi

4.3.1 Struktur Organisasi Desa Manunggal Makmur

Struktur Organisasi Desa Manunggal Makmur

oatng,

R

Struktur Pemerintahan Desa Manunggal Makmur
Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim
Provinsi Sumatera Selatan

"

a7

4

KEPALA DESA
EKO DIANSYAH PUTRA

SEKRETARIS DESA
RERET RIYOSA

KASI PEMERINTAHAN

ESKANDAR DIANSA

KASI PELAYANAN KASI KESEJAHTERAAN KAUR TU & UMUM KAUR KEUANGAN KAUR PERENCANAAN
ECHE PEJIRIA MERSILIA YULIA RISMA NINGSIH DINAZETTIRA PUTRI SURTI NINGSIH

KEPALA DUSUN | KEPALA DUSUN I KEPALA DUSUN Il KEPALA DUSUN IV
JUNADDI JUNAEDI NOKA PERNANDES PIT DRANIKA

Sumber: Kantor Desa Manunggal Makmur (2026)

4.3.2 Pem

bagian Tugas

1.  Tugas Kepala Desa

Menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Kepala desa atau sebutan lain

adalah pej

abat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban

untuk menyelenggaarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari

pemerintah dan pemerintah daerah. Adapun pada Pasal 6 Ayat (3) dijelaskan

beberapa fungsi-fungsi kepala desa yakni sebagai berikut:

a.

menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan,
penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan
ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat,

administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
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b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana
perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban
masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat,
keagamaan, dan ketenagakerjaan.

d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga

lainnya.

2. Sekretaris Desa
Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Sekretaris desa adalah
perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang
menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD (Pelaksanaan pengelola keuangan
desa). Selanjutnya berikut fungsi-fungsi sekretaris desa menurut Permendagri
Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 7 Ayat (3):
a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi
surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat
desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan
umum.

c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi
keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala
desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran
pendapatan dan belanja desa, menginventarisir dta-data dalam ramgka
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta

penyusunan laporan.
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3. Kepala Urusan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 kepala urusan disebut kaur,
adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang
menjalankan tugas PPKD. Kaur bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan
pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
Selanjutnya berikut fungsi-fungsi kepala urusan menurut Permendagri Nomor 84
Tahun 2015 Pasal 8 Ayat (3):

a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fumgsi seperti
melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi
surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangat
desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan
umum.

b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan
keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi
sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administasi
keuangan, dan administrasi penghasila kepala desa, perangkat desa, BPD,
dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan
perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja
desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan

monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

5.  Kepala Seksi

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Kepala seksi disebut kasi,
adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang
menjalankan tugas PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Desa). Kepala seksi
bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional, untuk
melaksanakan tugasnya berikut fungsi kasi yang terdapat pada Permendagri Nomor
84 Tahun 2015 Pasal 9 Ayat (3) sebagai berikut:

a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen

tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan
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masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan
upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan
pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan
pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, pembangunan bidang
pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di
bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan
keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan
motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial

budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

4. Kepala kewilayahan / Kepala Dusun

Menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Kepala kewilayahan atau
sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang
bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
Selanjutnya berikut beberapa tugas-tugas kepala kewilayahan pada Pasal 10 Ayat
(3) sebagai berikut:

a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan

masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan

kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4.4 Hasil Penelitian
4.4.1 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam
merealisasikan penerimaan pendapatan asli daerah yang direncanakan

dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Rasio
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efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi
penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli
daerah (dianggarkan). (Dilliana dan Herdi,2022).

Kinerja pemerintah Desa Manunggal Makmur dinilai efektif apabila rasio
yang dicapai berada pada kisaran 90% - 100%. Keselarasan antara anggaran yang
direncanakan dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa kinerja keuangan desa
telah berjalan dengan baik. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat rasio
efektivitas, maka semakin baik pula kinerja pemerintah desa tersebut.

Rasio efektivitas dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Realisasi Penerimaan Pendapatan

Rasio Efektivitas = . x100%
Target Penerimaan

Tabel 4.1 Anggaran & Realisasi Dana Desa
Desa Manunggal Makmur Tahun 2022-2025

Tahun Anggarann Realisasi Anggaran Realisasi
Pendapatan DD Pendapatan Belanja DD Belanja DD
DD
2022 842.079.000 842.079.000  845.679.000  845.679.000
2023 1.042.291.000. 1.042.291.000.1.042.290.930 1.042.249.000
2024 908.377.000 908.377.000" 908.373.000  908.372.000
2025 813.369.000 813.369.000  650.694.130  650.664.100

Sumber: Siskeudes 2022-2025

Perhitungan rasio efektivitas Desa Manunggal Makmur Tahun anggarann

(2022-2025) yakni sebagai berikut:
842.079.000

— 0fy — 0
Tahun 2022 = 222882 X 100% = 100%
Tahun 2023 = L242291000 o 44004 = 100%
1.042.291.000
Tahun 2024 = 228377990+ 1000 = 100%
908.377.000

813.369.000
813.369.000

Tahun 2025 = X 100% = 100%
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Tabel 4.2 Penilaian Efektivitas

Kriteria efektivitas Kinerja keuangan
Sangat efektif >100%

Efektif 90% - 100%
Cukup efektif 80% - 90%
Kurang efektif 60% - 80%
Tidak efektif <60%

Sumber: Mohammad Mahsun (2016); Supriati (2021)

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas
Desa Manunggal Makmur Tahun 2022-2025

Tahun Rasio efektivitas Kriteria
2022 100% Efektif
2023 100% Efektif
2024 100% Efektif
2025 100% Efektif

Sumber: Penulis 2026

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas dana
desa pada tahun 2022 sampai dengan 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik.
Hal ini terlihat dari nilai rasio efektivitas yang mencapai 100% pada setiap
tahunnya, sehingga termasuk dalam kriteria efektif. Capaian tersebut menunjukkan

bahwa target penerimaan pendapatan telah terealisasi dengan baik.

4.4.2 Rasio Efisiensi

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dituntut untuk bisa
melaksanakan setiap kegiatan dengan efisien. Untuk mengetahui suatu kegiatan
pemerintah apakah sudah terlaksana dengan efisien atau tidak, maka bisa dilihat
dari rasio efisiensi (Dilliana dan Herdi,2022).

Kinerja pemerintah Desa Manunggal Makmur dapat dinilai efisien apabila
rasio yang dihasilkan semakin rendah, sebaliknya, rasio yang tinggi menunjukkan
tingkat efisien yang menurun. Hal ini dengan asumsi bahwa seluruh pengeluaran
desa telah digunakan secara tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
program desa yang ditetapkan, serta perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

Rasio efisiensi dapat dihitung menggunakan rumus dibawabh ini:

_ o Realisasi Belanja
Rasio Efisiensi = — x 100%
Realisasi Pendapatan
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Tabel 4.4 Anggaran & Realisasi Dana Desa
Desa Manunggal Makmur Tahun 2022-2025

Tahun Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Pendapatan DD Pendapatan Belanja DD Belanja DD
DD
2022 842.079.000 842.079.000  845.679.000  845.679.000
2023 1.042.291.000 1.042.291.000 1.042.290.930 1.042.249.000
2024 908.377.000 908.377.000  908.373.000  908.372.000
2025 813.369.000 813.369.000  650.694.130  650.664.100

Sumber: Siskeudes 2022-2025

Perhitungan rasio efisiensi Desa Manunggal Makmur Tahun anggaran (2022-

2025) adalah sebagai berikut:

Tahun 2022 = 245679000 . 1 009% = 100,43%
842.079.000
1.042.249.000

Tahun 2023 = m X 100% = 100%

Tahun 2024 = 228372000 1000, = 100%
908.377.000

Tahun 2025 = 22664100 5500 — 80%
813.369.000

Tabel 4.5 Penilaian Efisiensi

kriteria Presentase efisiensi %
Sangat efisiensi Di bawah 60%
Efisiensi 60%-80%

Cukup efisien 80%-90%

Kurang efisien 90%-100%

Tidak efisien Di atas 100%

Sumber: Verawati (2023).

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi
Desa Manunggal Makmur Tahun 2022-2025

Tahun Rasio efisiensi Kriteria

2022 100,43% Kurang efisien
2023 100% Kurang Efisien
2024 100% Kurang Efisien
2025 80% Cukup Efisien

Sumber: Penulis 2026
Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan rasio
efisiensi dana desa (DD) Desa Manunggal Makmur pada tahun 2025 memiliki nilai
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terendah sebesar 80%, memiliki nilai tertinggi pada tahun 2022, lalu tahun 2023
dan 2024 memiliki nilai sebesar 99%. Berdasarkan penjelasan serta hasil
perhitungan rasio efisiensi, kinerja keuangan dana desa (DD) pada kantor desa
Manunggal Makmur termasuk dalam kategori kurang efisien. Hal ini disebabkan
oleh nilai rata-rata rasio efisiensi yang berada di atas 80%. Sementara itu, laporan
keuangan dinyatakan efisien apabila nilai rata-rata rasio efisiensi nya berada

dibawah 80%.

4.4.3 Rasio Pertumbuhan

Menurut Halim (2014); Assyaffanah (2023) rasio pertumbuhan kemampuan
pemerintah untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai
dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan atau
pencapaian pendapatan asli daerah pada tahun sebelumnya, maka kinerja

pemerintah daerah dapat dikatakan baik.

Rasio pertumbuhan dapat dihitung menggunakan rumus dibawah ini:

_ Realisasi Pendapatan Xn — Xn_;
Rasio Pertumbuhan Pendapatan = —= x100%
Realisasi Pendapatan Xn_;

_ ) Realisasi Belanja Xn — Xn_;
Rasio Pertumbuhan Belanja = — _ x 100%
Realisasi Belanja Xn_;

Keterangan: Xn = Tahun yang dihitung

Xn-1 = Tahun sebelumnya

Tabel 4.7 Anggaran & Realisasi Dana Desa
Desa Manunggal Makmur Tahun 2022-2025

Tahun Anggarann Realisasi Anggaran Realisasi
Pendapatan DD Pendapatan Belanja DD Belanja DD
DD
2022 842.079.000 842.079.000  845.679.000  845.679.000
2023 1.042.291.000 1.042.291.000 1.042.290.930 1.042.249.000
2024 908.377.000 908.377.000  908.373.000  908.372.000
2025 813.369.000 813.369.000  650.694.130  650.664.100

Sumber: Siskeudes 2022-2025
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Perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan Desa Manunggal Makmur Tahun
anggarann (2022-2025) yakni sebagai berikut:
Tahun 2022 = —x 100% = -

1.042.291.000 — 842.079.000

— 0 = 240

Tahun 2023 = 542.079.000 X 100% = 24%

Tahun 2024 = 208:377:000 - 1042291.000 4500, _ {30/
1.042.291.000

Tahun 2025 = 813:369:000 = 908:377.000 4 00 _ 100,
908.377.000

Perhitungan rasio pertumbuhan belanja Desa Manunggal Makmur Tahun
anggarann (2022-2025) yakni sebagai berikut:
Tahun 2022 = =X 100% = -

1.042.249.000 — 845.679.000

— 04 = 230

Tahun 2023 = N T X 100% = 23%

Tahun 2024 — 208:372:000 = 1.042.249.000 _ 1 y0. _ _ 1304
1.042.249.000

Tahun 2025 = 850:664.100 - 908.372.000 4 00, _ _ g0,
908.372.000

Tabel 4.8 Penilaian Pertumbuhan

Kriteria Nilai rasio
Rendah 0%-25%
Sedang 25%-50%
Tinggi 50%-100%

Sumber: Sholeh (2016); Supriati (2021)

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan
Desa Manunggal Makmur Tahun 2022-2025

Tahun Rasio pertumbuhan Kriteria
2022 - -

2023 24% Rendah
2024 -13% Rendah
2025 -10% Rendah

Sumber: Penulis 2026
Tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan DD
mengalami fluktuasi. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2024 sebesar -13%,

sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 24%. Adapun
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hasil perhitungan rasio pertumbuhan belanja DD Desa Manunggal Makmur berikut

dibawah ini:

Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja
Desa Manunggal Makmur Tahun 2022-2025

Tahun Rasio pertumbuhan Kriteria
2022 - -

2023 23% Rendah
2024 -13% Rendah
2025 -28% Rendah

Sumber: Penulis 2026

Tabel 4.7 diatas menunjukkan perhitungan bahwa pertumbuhan belanja juga
mengalami fluktuasi. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2025 sebesar -28%.
Lalu pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 23%. Namun beberapa
faktor penghambat pertumbuhan diantaranya fluktuasi dana desa, selanjutnya

anggaran dana desa dialokasikan untuk koperasi merah putih sebesar 30%.

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas dapat diketahui bahwa kinerja
keuangan dana desa pada periode tahun 2022-2025 berada dalam kategori efektif.
Hal ini tercermin dari nilai rasio yang mencapai 100% pada setiap tahunnya, yang
menunjukkan bahwa realisasi anggaran telah sesuai dengan target yang
direncanakan. Capaian tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan dana desa
telah dilakukan secara optimal dan tepat sasaran. Tingkat efektivitas yang tinggi
tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan dalam pengelolaan keuangan
desa serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan dan kemajuan desa secara
berkelanjutan.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi desa manunggal makmur pada
tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, dapat diketahui bahwa ringkat efisiensi
pengelolaan dana desa memnunjukkan variasi setiap tahunnya. Pada tahun 2022,
rasio efisiensi tercatat sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria kurang efisien,
karena realisasi belanja hampir sebanding dengan realisasi pendapatan yang
diterima. Pada tahun 2023 dan 2024, rasio efisiensi masing-masing sebesar 99%,

yang juga dikategorikan kurang efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa
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penggunan dana masih relatif tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang
diperoleh, sehingga pengelolaan belum sepenuhnya dapat dikatakan efisien.

Sementara pada tahun 2025 terjadi perbaikan nilai rasio sebesar 80% yang
termasuk dalam kriteria cukup efisien. Secara keseluruhan, hasil perhitungan rasio
efisiensi menunjukkan bahwa pengelolaan DD Desa Manunggal Makmur masih
berada pada kategori kurang efisien. Namun mengalami peningkatan tahun 2025
mencerminkan adanya upaya perbaikan dalam penekanan biaya belanja agar lebih
seimbang dengan pendapatan yang diperoleh.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan desa manunggal makmur
tahun 2022-2025, pertumbuhan pendapatan dan belanja menunjukkan kondisi yang
fluktuatif. Pada tahun 2023, pertumbuhan pendapatan sebesar 24% dan
pertumbuhan belanja sebesar 23%, yang menandakan adanya peningkatan
dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, rasio pertumbuhan pendapatan
dan belanja masing-masing sebesar -13%, sedangkan pada tahun 2025 tercatat -
10% untuk pendapatan dann -23% untuk belanja. Kondisi tersebut menunjukkan
adanya perubahan dari tahun ke tahun yang dipengaruhi oleh penyesuaian

pengelolaan keuangan dan kebijakan anggaran desa.

4.6 Perbandigan Dan Persamaan Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian rasio efektivitas, pada jurnal terdahulu dan
penelitian ini menunjukkan persamaan, yaitu sama-sama berada pada kategori
efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa pada kedua penelitian ini telah
mampu merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan,
sehingga kinerja keuangan desa dalam hal pencapaian target dapat dikatakan
berjalan dengan baik.

Namun demikian, terdapat perbedaan dalam tingkat pencapaiannya. Pada
jurnal terdahulu, nilai rasio efektivitas tidak selalu mencapai 100% karena masih
terdapat selisih antara target dan realisasi, meskipun tetap berada dalam kategori
efektif. Sementara itu, dalam penelitian ini, rasio efektivitas menunjukkan nilai
yang konsisten sebesar 100% pada setiap tahunnya, yang berarti seluruh target

pendapatan dapat terealisasi secara penuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat
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efektivitas dalam penelitian ini lebih tinggi dan lebih stabil dibandingkan dengan
hasil yang terdapat dalam jurnal terdahulu.

Berdasarkan hasil rasio efisiensi, rasio efisiensi pada jurnal terdahulu dan
penelitian ini menunjukkan persamaan, yaitu sama berada pada kategori kurang
efisien. Pada jurnal terdahulu, rasio efisiensi berada pada kisaran 97% hingga
100%. Namun demikian, terdapat perbedaan pada tingkat nilai rasio yang diperoleh.
Pada jurnal, nilai rasio efisiensi cenderung lebih tinggi dan bahkan mencapai 100%,
yang menunjukkan kondisi mendekati tidak efisien. Sementara itu, dalam penelitian
ini terdapat nilai rasio efisiensi yang berada di sekitar 80% yang menunjukkan
kondisi yang relatif lebih baik. Meskipun demikian, nilai tersebut masih belum
menunjukkan efisiensi yang optimal dan masih dikategorikan kurang efisien.

Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan, terdapat
persamaan antara jurnal terdahulu dan penelitian ini, yaitu sama menunjukkan
kondisi yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa
perkembangan kinerja keuangan desa pada kedua penelitian tidak bersifat stabil dan
mengalami perubahan dalam setiap periode. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam
arah pertumbuhannya pada jurnal terdahulu, meskipun terjadi fluktuasi, masih
terdapat beberapa periode yang menunjukkan pertumbuhan positif, sehingga secara
umum masih mencerminkan adanya perkembangan, walaupun dalam kategori
rendah.

Sedangkan dalam penelitian ini, rasio pertumbuhan cenderung mengalami
penurunan yang di tandai adanya nilai negatif pada beberapa tahun. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan desa mengalami penurunan
dibandingkan periode sebelumnya. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian
sama-sama mengalami fluktuasi, tingkat pertumbuhan dalam penelitian ini relatif

lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang terdapat pada jurnal terdahulu.
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BAB YV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kinerja pengelolaan
dana desa (DD) di Desa Manunggal Makmur Kabupaten Muara Enim pada tahun
2022-2025 dapat disimpulkan bahwa pengelolaan DD dari sisi rasio efektivitas
selama periode empat tahun memiliki rata-rata nilai sebesar 100% sehingga
termasuk dalam kriteria efektif. Selanjutnya rasio efisiensi bernilai sebesar 95,58%
sehingga diperoleh kriteria cukup efisien, sementara itu pada rasio pertumbuhan
pendapaan memiliki rata-rata nilai sebesar 0,33%, dan rasio pertumbuhan belanja
sebesar -6%, kedua perhitungan ini termasuk dalam kriteria rendah. Hal ini
dipengaruhi oleh perubahan jumlah DD serta kebijakan pengalokasian anggaran

pada setiap tahunnya.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan

saran sebagai berikut:

1.  Bagi pemerintah desa diharapkan dapat mempertahankan tingkat efektivitas
pengelolaan dana desa yang telah mencapai target realisasi setiap tahunnya.
Selain itu, pemerintah desa perlu terus meningkatkan efisiensi dalam
penggunaan anggaran dengan melakukan pengendalian belanja yang lebih
terarah dan sesuai dengan skala prioritas pembangunan desa. Terkait dengan
pertumbuhan keuangan desa yang mengalami fluktuasi, hal tersebut tidak
semata-mata menunjukkan penurunan kinerja, melainkan dipengaruhi oleh
kebijakan pengalokasian anggaran, salah satunya seperti penggunaan dana
desa untuk program koperasi merah putih. Oleh karena itu, diperlukan
perencanaan dan evaluasi yang matang agar alokasi anggaran tetap mampu
mendorong stabilitas dan berkelanjutan keuangan desa dari tahun ke tahun.

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain
dalam pengukuran kinerja keuangan, seperti rasio kemandirian atau rasio

lainnya. serta memperluas objek dan periode penelitian agar hasil yang
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diperoleh lebih komprehensif dan mampu memberikan gambaran yang lebih
mendalam mengenai pengelolaan keuangan desa.

Bagi masyarakat desa diharapkan dapat mempertahankan serta terus
meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan desa, serta tetap mendukung
program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa agar
pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang

maksimal.
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PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN RAMBANG NIRU

DESA MANUNGGAL MAKMUR

Alamat : Dusun II Blok. A RT. 005 Desa Manunggal Makmur Kode Pos 31172

Manunggal Makmur, 05 Februari 2026

Nomor : 400.10.2/10/MM/2026
Hal : Surat Balasan
Lampiran D -

Menindaklanjuti Surat Permohonan izin penelitian dari saudari :

Nama : Novita Fitriani
NIM : 2022110036
Program Studi : Manajemen (Universitas Prabumulih)

Dengan ini setuju, memberikan izin penelitian dan pengambilan data pengelolaan
Dana Desa (DD) untuk mengetahui kinerja keuangan pada Kantor Desa Manunggal
Makmur Kabupaten Muara Enim Periode 2022-2024.

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
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LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA MANUNGGAL MAKMUR
TAHUN ANGGARAN 2022
Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN) Realisasi s.d 31/12/2022
GGARAN REALISAS| |LE URANG
i Wi ™ (Re) (Re) Ry
1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN
4.2, Pendapatan Transfer 842.079.000,00 842.079.000,00 0,00
421. Dana Desa 842.079.000,00 842.079.000,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAM 842.079.000,00 842.079.000,00 0,00

S,
o 19.850.000,00 19.850.000,00 0,00
01.03 19.850,000,00 19.850.000,00 0,00
01.03.01 Pelayanan Administrasl Umum dan Kependudukan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00
52 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00
521. Belanja Barang Perlengkapan 500.000,00 500.000,00 0,00
5.2.1.01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00
5.2.1.05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00
522 Belanja Jasa Honorarium 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
52205 Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
5.23. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00
5.23.03 Belanja Kursus Pelatihan 0,00 0,00 0,00
01.03.02. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilil 16.350.000,00 16.350.000,00 0,00
5.2 Belanja Barang dan Jasa 16.350.000,00 16.350.000,00 0,00
521. Belanja Barang Perlengkapan 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00
5.21.01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
5.2.1.05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 450.000,00 450.000,00 0,00
522 Belanja Jasa Honorarium 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 256.213.200,00 256.213.200.00 0.00
0201 Sub Bidang Pendidikan 13.200.000,00 13,200.000,00 0,00
02.01.01 Penyslenggaran PAUD/TKITPATKATPQ/Madrasah NonF 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00
5.2, Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00
522 Belanja Jasa Honorarium 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00
5.2.2.93. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Guru PAUD 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00
02.01.08. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
5.2, Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
522 Belanja Jasa Honorarium 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
02.02 Sub Bidang Kessehatan 96.466.320,00 96.466.320.00 0,00
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00
ISR >'/'22022 200233 —




Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)

Realisas| s.d 31/12/2022

LEB
KODE REK URAIAN m?g:l;m Riﬂnl:l)m ll':ﬂ:’.;RMG)
1 2 3 4 5
5.2. Belanja Barang dan Jasa 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
522 Belanja Jasa Honorarium 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00
5.2.2.94. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Kesehatan Masyaraka 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00
02.02.04 Penysienggaraan Desa Slaga Kesshatan 67.366.320,00 67.366.320,00 0,00
5.2, Belanja Barang dan Jasa 67.366.320,00 67.366.320,00 0,00
5.21. Belanja Barang Perlengkapan 67.366.320,00 67.366.320,00 0,00
5.2.1.03. Belanja Periengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K 37.050.000,00 37.050.000,00 0,00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.228.820,00 1.228.820,00 0,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 13.637.500,00 13.637.500,00 0,00
5.2.1.10 Belanja Bahan Obat-obatan 15.450.000,00 15.450.000,00 0,00
02.02.09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sara 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
5.3. Belanja Modal 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
534 Beianja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
5.34.03 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baki 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
02.03 2idang Pekeriaan Umum dan Penataan Ruan, 146.546.880.00 146.546.880.00 2,00
02.03.10 Pesmbangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jala 148.546.880,00 146.546.880,00 0,00
5.3. Belanja Modal 146.546.880,00 146.548.580,00 0,00
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 146.546.880,00 146.546.880,00 0,00
5.3.5.03 Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 146.546.880,00 146.546.880,00 0,00
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN £:000.000,00 £:000.000,00 0.00
03.04 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat £.000.000,00 $.000.000,00 0,00
03.04.03. Pembinaan PKK 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
5.21. Belanja Barang Perlengkapan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 4.000.000,00 4,000.000,00 0,00
5.3. Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
5.3.9.99. Belanja Modal Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT £15.015.800,00 £15.015.800,00 0,00
04.01 Sub Bidang Kelaytan dan Perikanan 93.795.273.00 $3.795.273.00 0,00
04.01.01. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Millk Des 93.795.273,00 93.795.273,00 0,00
5.2, Belanja Barang dan Jasa 87.495.273,00 87.495.273,00 0,00
5.2.1. Belanja Barang Periengkapan 79.370.000,00 79.370.000,00 0,00
52111, Beianja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan 46.820.000,00 46.820.000,00 0,00
52.1.99, Belanja Barang Periengkapan Lainnya 32.550.000,00 32.550.000,00 0,00
523 Belanja Perjalanan Dinas 8.125.273,00 8.125.273,00 0,00
5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 8.125.273,00 8.125.273,00 0,00
5.3. Belanja Modal 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00
IR /122022 2002 34 Halaman 2



Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)

Realisasi s.d 31/12/2022
KODE REK URAIAN ANGGARAN REALISAS| | LEBIH/(KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
5.3.9. Belanja Modal Lainnys 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00
539.05 Belanja Modal Hewan 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00
04,02 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 18.220.527.00 18.220.527.00 2.00
04.02.01. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/p: 51.959.000,00 51.959.000,00 0,00
52 Belanja Barang dan Jasa 50.309.000,00 50.309.000,00 0,00
521. Belanja Barang Perlengkapan 50.309.000,00 50.309.000,00 0,00
52112 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian 5.190.000,00 5.190.000,00 0.00
52199 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 45.119.000,00 45.119.000,00 0,00
53. Belanja Modal 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00
5239 Belanja Modal Lainnys 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00
5.39.04. Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00
04.02.02. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengek 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
5.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
523 Belanja Perjalanan Dinas 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
04.02.03. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung D 15.661.527,00 15.661.527,00 0,00
52 Belanja Barang dan Jasa 15.661.527,00 15.661.527,00 0,00
5.21. Belanja Barang Perlengkapan 15.661.527,00 15.661.527,00 0,00
5.2.1.99. Belanja Barang Periengkapan Lainnya 15.661.527,00 15.661.527,00 0,00
04.02.05. Pelatihan/Bimtek/Pengenaian Tekonologi Tepat Guna un 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
52 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.800.000,00 0,00
523 Belanja Perjaianan Dinas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
52303 Belanja Kursus Pelatihan 3.600.000,00 3.600.000,00 0.00
0403 3.000.000.00 3.000.000,00 %.00
04.03.02. 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
52 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
523 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
04.04 1.000.000.00 1.000.000,00 0.00
04.04.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
523 Belanja Perjaianan Dinas 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
52.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
04,06 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 3.000.000,00 3.000.000,00 9.00
04.08.02. Pelatihan Pengeloiaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksans 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
5.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
523 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
04.07 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
04.07.02. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
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Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN) Realisasi s.d 31/12/2022
KODE REK URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5

5.3. Belanja Modal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
5.34. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Bak\, 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
95 345.600.000.00 345.600.000,00 0,00
05.03 Sub Bidang Keadaan Mendesak 345.600.000,00|  345.600.000.00 2.00
05.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak 345.600.000,00 345.600.000,00 0,00
54. Belanja Tidak Terduga 345.600.000,00 345.600.000,00 0,00
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 345,600.000,00 345.600.000,00 0,00
5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 345.600.000,00 345.600.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 845.679.000,00 845.679.000,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.600.000,00) (3.600.000,00) 0,00

6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 3.601.492,00 3.601.492,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 3.601.492,00 3.601.492,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTC 3.601.492,00 3.601.492,00 0,00

—————————————— —

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 1.492,00 1.492,00 0,00
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LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA MANUNGGAL MAKMUR

TAHUN ANGGARAN 2023
Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN) Realisasi s.d 31/12/2023
LE RANG|
KODE REK URAIAN AN?::I}!AN w au::g;u) ;
1 2 3 4 5
4, PENDAPATAN
4.2, Pendapatan Transfer 1.042.291.000,00 | 1.042.291.000,00 0,00
421. Dana Desa 1.042.291.000,00 | 1.042.291.000,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAM 1.042.291.000,00 | 1.042.291.000,00 0,00
5.
(13 ] 42.968.730,00 42.930.000,00 38.730,00
01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumb 31.268.730,00 31.230.000,00 38.730,00
5.2, Belanja Barang dan Jasa 31.268.730,00 31.230.000,00 38.730,00
5.21. Belanja Barang Perlengkapan 13.930.000,00 13.930.000,00 0,00
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 13.930.000,00 13.930.000,00 0,00
5.2.3. Belanja Perjalenan Dinas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
5.23.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 500.000,00 500.000,00 0,00
5.27. Belanja Barang dan Jasa yang Disershkan kepada Ma: 9.338.730,00 9.300.000,00 38.730,00
52799 9.338.730,00 9.300.000,00 38.730,00
01.03 11.700.000,00 11.700.000.00 0.00
01.03.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa * 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00
52 Belanja Barang dan Jasa 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00
5.21. Belanja Barang Perlengkapan 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00
5.2.1.01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
52.1.05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00
522 Belanja Jasa Honorarium 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
523 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
523.03 Belanja Kursus Pelatihan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA $96.064.000,00 $96.064.000,00 0,00
02.01 Sub Bidang Pendidikan £28.600.000,00 28.600.000,00 0.00
02.01.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPATTKA/TPQ/Madrasah NonF 25.200.000,00|  25.200.000,00 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00
522 Belanja Jasa Honorarium 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00
52293 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Guru PAUD 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00
02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD ds 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
5.3. Belanja Modal 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
539 Belanja Modal Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
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Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN) Reelisasi 5.4 31/12/2023
KODE REK URAIAN m?::?m ﬁ:’}m W’
1 2 3 4 5
5.3.9.01. Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
02.01.08, Pengeloiaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, 2,400.000,00 2.400.000,00 0,00
5.2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
5.2.2 Belanja Jasa Honorarium 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
02.02 $Sub Bidang Kesehatan 37.600.000,00 37.600.000.00 0.00
02.02.02. Penyslenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00
5.2 Belanja Barang dan Jasa 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
522 Belanja Jasa Honorarium 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00
52.2.04. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Kesehatan Masyaraka 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00
02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Mas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
52 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
523 Belanja Perjslanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 5.000.000,00 5.000.000,00 0.00
02.02.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sara 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00
5.3. Belanja Modal 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00
5.3.4.05. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administras| 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00
02.03 $ub Bidang Pekerisan Umum dan Penataan Ruang 420.964.000.00|  420.864.000.00 0.00
02.03.06. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balal Kemas 0,00 0,00 0,00
5.2, Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00
526 Belanja Pemeliharsan 0,00 0,00 0,00
5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan 0,00 0,00 0,00
02.03.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jala 364.864.000,00|  384.864.000,00 0,00
5.3. Belanja Modal 364.864.000,00 364.864.000,00 0,00
535 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 364.864.000,00|  364.864.000,00 0,00
53503 Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 364.864.000,00 |  364.864.000,00 0,00
02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan 36.000.000,00 38.000.000,00 0,00
5.3. Belanja Modal 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00
53.7. Belanja Modal irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Pe 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00
5.3.7.03. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dil - Bahan Bakt 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00
02.03.20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapu 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
5.3, Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
5.34. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Bala 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
02.04 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 109.000.000.00 |  109.000.000,00 9.00
02.04.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bers 91.000.000,00 91.000.000,00 0,00
5.3, Belanja Modal 91.000.000,00 91.000.000,00 0,00
538 Belanja Modal Jaringan/Instalasi 91.000.000,00 91.000.000,00 0,00
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Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN) Realisasi s.d 31/12/2023
URAIAN ANGGARAN REALISAS! | LEBIH/{(KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
2 3 4 5

Belanja Modal Jaringan/instalasi - Bahan Baku/Material 91.000.000,00 91.000.000,00 0,00

02.04.14. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
53. Belanja Modal 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
534 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Bakt 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 11.000.000,00 11.000.000.00 9.00
03.04 Sub Bidang Kelembagean Masyarakat 11.000.000.00 11,000.000.00 0.00
03.04.03. Pembinaan PKK 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00
52.1. Belanja Barang Perfengkapan 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00
o4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 219.458.20000(  219.455.000,00 3:200,00
04.01 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 8.755.000,00 8.755.000,00 0,00
04.01.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam 8.755.000,00 8.755.000,00 0,00
S8.3. Belanja Modal 8.755.000,00 8.755.000,00 0,00
53.2 Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B 8.755.000,00 8.755.000,00 0,00
5.3.2.09. Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/f 8.755.000,00 8.755.000,00 0,00
04.02 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 201.703.200.00  201.700.000.00 3:200,00
04.02.02. Peningkatan Produks| Peternakan (alat produksi/pengel: 199.703.200,00 199.700.000,00 3.200,00
5.2 Belanja Barang dan Jasa 199.703.200,00 199.700.000,00 3.200,00
5.21. Belanja Barang Perfengkapan 193.350.000,00|  193.350.000,00 0,00
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 193.350.000,00 1983.350.000,00 0,00
523 Belanja Perjalanan Dinas 6.353.200,00 6.350.000,00 3.200,00
5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 6.353.200,00 6.350.000,00 3.200,00
04.02.03. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung D 0,00 0,00 0,00
5.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00
521. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 0,00 0,00
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 0,00 0,00
04.02.05. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologl Tepat Guna uni 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
5.2, Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
5.23. Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
04.03.02. Peningkatan Kapatitas Peran Desa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
5.2, Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
523 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 2,000.000,00 2.000.000,00 0,00
04.05 D oang Koperasl, Usaha Micro Kecii 7.000.000,00 1.000.000.00 0,00
04.05.01. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
5.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
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Realisasi s.d 31/112/2023

KODE REK URAIAN ANGGARAN REALISAS! | LEBIH(KURANG)

(Rp) (Rp) (Rp)
! 2 3 4 5

523 Belanja Perjalanan Dinas 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
25 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURATDANS|  172.800.00000|  172.800.000.00 0.00
05.03 Sub Bidang Keadsan Mendesak 172.800.000.00 |  172.800.000.00 0.00
05.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak 172.800.000,00 172.800.000,00 0,00
5.4. Belanja Tidak Terduga 172.800.000,00 172.800.000,00 0,00
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 172.800.000,00|  172.800.000,00 0,00
5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 172.800.000,00 172.800.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.042.290.930,00 | 1.042.249.000,00 41.930,00

SURPLUS / (DEFISIT) 70,00 42.000,00 (41.930,00)

6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 1.492,00 1.492,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 1.492,00 1.492,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTC 1.492,00 1.492,00 0,00

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 1.562,00 43.492,00 (41.930,00)
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LAPORAN REALISAS! PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA MANUNGGAL MAKMUR
TAHUN ANGGARAN 2024
Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN) Realisasi s.d 31/12/2024
KODE REK U mt:::;m m(‘r:":)m %ﬁﬂmm
1 2 3 4 5
4 PENDAPATAN
4.2 Pendapatan Transfer 908.377.000,00 908.377.000,00 0,00
421 Dana Desa 908.377.000,00 908.377.000,00 0.00
JUMLAH PENDAPATAM 908.377.000,00 908.377.000,00 0,00
S, BELANJA
il BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 23.638.410.00 23.638.000.00 410,00
01.01 Penyelenggaran Belania Sittap, Tunjangan dan Operasio 23.638.410,00 23.638.000,00 410,00
01.01.08. |  Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumb 23.638.410,00 23.638.000,00 410,00
5.2, Belanja Barang dan Jasa 23.638.410,00 23.638.000,00 410,00
521. Belanja Barang Perlengkapan 10.438.410,00 10.438.000,00 410,00
5.2.1.90. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 10.438.410,00 10.438.000,00 410,00
523 Belanja Perjalanan Dinas 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
52301, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
527. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma: 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00
527.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada I| 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 421.043.190,00 421.045.000,00 190,00
0201 $Sub Bidang Pendidikan 17.290.000,00 17.290.000,00 0,00
02.01.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKATPQ/Madrasah NonF 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00
52 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00
522 Belanja Jasa Honorarlum 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00
52293 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Guru PAUD 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00
02.01.08. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, 6.490.000,00 6.490.000,00 0,00
5.2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
522 Belanja Jasa Honorarium 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
52299 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
5.3 Belanja Modal 4.090.000,00 4.080.000,00 0,00
539 Belanja Modal Lainnya 4.090.000,00 4.090.000,00 0,00
539801 Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan 4.0980.000,00 4.090.000,00 0,00
02.02 $ub Bidang Kesehatan 46.256.000,00 46.256.000,00 0,00
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, 36.256.000,00 36.256.000,00 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 31.256.000,00 31.256.000,00 0,00
521, Belanja Barang Perlengkapan 10.656.000,00 10.656.000,00 0,00
5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
52180 Belanja Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Stunting 936.000,00 936.000,00 0.00
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Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN) Realisas! s.d 31/12/2024
URAIAN ANGGARAN REALISAS! | LEBIMAKURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
2 3 4 5
Belanja Barang Periengkapan Lainnya 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00
522 Belanja Jasa Honorarium 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00
52294 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Kesehatan Masyaraka 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00
523 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 $.000.000,00 0,00
52.3.03 Belanja Kursus Pelatihan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
53. Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
532 Belanja Model Pengadean Peralatan, Mesin dan Alat B 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
. 5.3.2.08. Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Mas 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
523 Belanja Perjsianan Dinas 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
02.02.09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sara 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
5.3. Belanja Modal 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
53.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan den Taman 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baki 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
92.03 Sub Bidang Pekedaan Umum dan Penatasn Ruang £24.499.19000|  224.499.000.00 120,00
02.03.06. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Baial Kemas 72.519.190,00 72.519.000,00 190,00
5.3. Belanja Modal 72.519.190,00 72.519.000,00 190,00
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunen dan Teman 72.519.190,00 72.519.000,00 190,00
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku 72.519.190,00 72.519.000,00 190,00
02.03.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jala 113.980.000,00|  113.980.000,00 0,00
5.3 Belanja Modal 113.980.000,00 113.980.000,00 0,00
534 Belanja Modal Gedung, Bangunen den Taman 113.980.000,00 113.980.000,00 0,00
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Bak 113.980.000,00 113.980.000,00 0,00
02.03.14, Psmbangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00
5.3 Belanja Modal 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00
534 Belanja Modal Gedung, Bangunen dan Taman 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00
02,04 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 133.000.000.00|  133.000.000.00 .00
02.04.05. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Sek 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00
53. Belanja Modal 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00
534 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Tamaen 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Bak 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00
02.04.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Alr Bers 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
53 Belanja Modal 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
534 Belanja Modal Gedung, Bangunen dan Taman 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
534.03 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Bakt 70.000.000,00 70.000 000,00 0,00
0208 Sub Bidang Pariwisata 0.00 0.00 0.00
02.08.02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Pras 0,00 0,00 0.00
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Realisasi s.d 31/12/2024

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)
BV i N Re) S | (e }
1 2 3 4 5
5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00
534, Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku 0,00 0,00 0,00
'] BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 48.900.000.00 48.900.000,00 0.00
03.03 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 38.900.000,00 38.900,000.00 02.00
03.03.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Ti 38.900.000,00 38.900.000,00 0,00
5.3. Belanja Modal 38.900.000,00 38.900.000,00 0,00
534 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 38.900.000,00 38.900.000,00 0,00
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Bakt 38.900.000,00 38.900.000,00 0,00
03.04 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 10.000,000.00 10.000,000.00 02,00
03.04.03. Pembinaan PKK 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
523 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
o BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 263,509.40000|  263.589.000.00 400,00
04.02 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 157.589.400,00 157.589,000,00 400,00
04.02.02. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengek 132.589.400,00|  132.589.000,00 400,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
523 Belanja Perjaianan Dinas 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
53. Belanja Modal 125.589.400,00 |  125.589.000,00 400,00
53.2 Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B 125.589.400,00|  125.589.000,00 400,00
5.3.2.09. Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/f|  125.589.400,00 |  125.589.000,00 400,00
04.02.03. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung D 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
5.21. Belanja Barang Perlengkapan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
04.03 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparat 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00
04.03.02. Peningkstan Kapatitas Perangkat Desa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00
5.2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00
523 Belanja Perjalanan Dinas 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00
52.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00
04.06 Sub Bideng Dukungen Pensnaman Modal 95,500.000,00 £5.500.000,00 0.00
04.06.01. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan A 93.500.000,00 93.500.000,00 0,00
5.3. Belanja Modal $3.500.000,00 93.500.000,00 0,00
532 Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B 93.500.000,00 93.500.000,00 0,00
5.3.2.90. Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya 83.500.000,00 93.500.000,00 0,00
04.06.02. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksans 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
523 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
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Sumberdens : DDS Dana Desa (Dropping APBN) Realisasi s.d 31/12/2024
URAAN ANGGARAMN REALISASI LEBIHA(KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
2 3 4 5
Belarys Mursus Peistihan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN ! 15120000000 |  151.200.00000 .09
Sub Bidang Kesdaan Mendesak 151.200.000.00 151.200.000.00 .00
Pensnganan Keadaan Mendesak 151.200.000,00 151.200.000,00 0,00
Belanja Tidak Terduga 151.200.000,00 151.200.000,00 0.00
Belanja Tidek Terduge 151.200.000,00 151.200.000,00 0.00
Belanja Tidak Terduga 151.200.000,00 151.200.000.00 0.00
JUMLAH BELANJA 908.373.000,00 908.372.000,00 1.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) 4.000,00 5.000,00 (1.000,00)
L 8 PEMBIAYAAN
s1. Penerimaan Pembiayaan 43.492,00 43.492,00 0,00
611 SILPA Tahun Sebelumnya 43.492,00 43.492,00 0.00
PEMBIAYAAN NETTC 43.492,00 43.492,00 0,00
w
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LAPORAN REALISAS| PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA MANUNGGAL MAKMUR
TAHUN ANGGARAN 2025
Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN) Reslisasi s.d 31/12/2025
e R (Rp) "R Ro)
1 2 3 4 5
4 PENDAPATAN
42 Pendapatan Transter $13.369.000,00 |  813.369.000,00 0,00
421 Dana Desa 813.369.000,00 |  813.369.000,00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN $13.369.000,00 |  813.369.000,00 0,00
5.
o 24.400.000,00 24.400.000,00 0.00
01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumb 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00
52 Belanjs Barang dan Jasa 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00
521. Belanja Barang Perlengkapan 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00
52199 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 10.700.000,00 10.700.000,00 0.00
523 Belanja Pecjalanan Dinas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
52301. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
527. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma: 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00
52701. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada I 6.200.000,00 6.200.000,00 0.00
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 479.094.130,00 479.094.100.00 30,00
02.01 Sub Bidang Pendidikan 13.200.000,00 13.200.000,00 9.00
02.01.01 Penyesienggaraan PAUD/TK/TPATKATPQMadrasah Non 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00
52 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00
522 Belanja Jasa Honorarium 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00
52293 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Guru PAUD 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00
02.01.08 Pengelolaan Perpustakaan Millk Desa (Pengadaan Buku, 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
52 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
522 Belanja Jasa Honorarium 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
52290 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
02.02 Sub Bidang Kesehatan 165.004.130.00|  105.894.100.00 30,00
02.0202. | Penyslenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, 32.700.000,00 32.700.000,00 0,00
5.2 Belanja Barang dan Jasa 32.700.000,00 $2.700.000,00 0,00
521. Belanja Barang Perlengkapan 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00
5.21.06. Belanja Barang Konsumsi (MakarVMinum) 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
52.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
522 Belanja Jasa Honorarium 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00
52294 Belanja Jasa Honorarium/insentif Kesehatan Masyaraka 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00
523. Belanja Perjalanan Dinas 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00
523.03. Belanja Kursus Pelatihan 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00
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Realisas! s.d 31/12/2025
ANGGARAN REALISASI| LEBIH/(KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5
02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Mas 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00
5.2, Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00
§5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00
5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00
02.02.09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sara 129.694.130,00 129.694.100,00 30,00
5.3. Belanja Modal 129.694.130,00 129.694.100,00 30,00
5.34. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 129.694.130,00 129.694.100,00 30,00
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Balu 129.694.130,00 129.694.100,00 30,00
02.03.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jala 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
5.3. Belanja Modal 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
534 Belanja Modal Gedung, Bangunan den Taman 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Bakt 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
a3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 23.000.000.,00 42.970.000,00 30.000,00
03.01.04. 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
03.04 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 16.000.000.00|  15.970.000,00 30.000,00
03.04.03 Pembinaan PKK 10.000.000,00 9.970.000,00 30.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.970.000,00 30.000,00
5.2.1. Belanja Barang Perfengkapan 10.000.000,00 8.970.000,00 30.000,00
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 10.000.000,00 9.970.000,00 30.000,00
03.04.04. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
5.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
523.03. Belanja Kursus Pelatihan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 5:400.000,00 5.400.000,00 0,00
04.03 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 3.400.000,00 3:400,000,00 9,00
04.03.02, Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00
523 Belanja Perjalanan Dinas 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00
5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00
04.06 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 2.000,000.00 2.000.000.00 0.00
04.06.02. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksan: 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
5.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
523 Belanja Perjaianan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
95 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN } 118.500.000,00 118.800.000,00 9,00
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Realisasi 5.d 31/12/2025

ANGGARAN REALISAS! | LEBIHAKURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
3 4 5
118.900.000.00|  118.800.000.00 0.00
148.800.000,00|  118.800.000,00 0,00
54. Belanja Tidak Terduga 118.800.00000|  118.800.000,00 0,00
S.41, Belanja Tidak Terduge 118.800.000,00 118.800.000,00 0,00
5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 118.800.000,00 118.800.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 650.694.130,00|  650.664.100,00 30.030,00
SURPLUS / (DEFISIT) 162.674.870,00]  162.704.900,00 (30.030,00)
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 48.492,00 48.492,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 48.492,00 48.492,00 0,00
6.2, Pengeluaran Pembiayaan 162.674.000,00 162.674.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 162.674.000,00 162.674.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTC (162.625.508,00) |  (162.625.508,00) 0,00
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 49.362,00 79.392,00 (30.030,00)
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